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Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan 

 

Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 
OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 
DEFINISI OPERASIONAL 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine

rja 
Awal 

2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 
Akhir 

Periode 

Renstra 

TARG

ET 

PA

GU 

TARG

ET 

PA

GU 

TARG

ET 

PA

GU 

TARG

ET 

PA

GU 

TARG

ET 

PA

GU 

TARG

ET 

PA

GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4.02     SEKRETARIAT DPRD        

3
6
.9

9
1
.2

6
0
.0

3
8
  

  

3
7
.5

3
5
.4

3
6
.3

4
8
  

  

3
8
.2

2
7
.6

1
3
.2

6
6
  

  

 3
7
.7

9
9
.3

0
4
.3

2
0
  

  

3
9
.0

0
4
.5

2
7
.7

8
1
  

  

1
8
9
.5

5
8
.1

4
1
.7

5

3
  

SEKRETARIAT 

DPRD 

      
TUJUAN : 
Terwujudnya Dukungan 
Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi DPRD 

Tingkat Kepuasan 
Anggota DPRD terhadap 
Pelayanan Sekretariat 

DPRD 

Tingkat Kepuasan anggota DPRD 
adalah tingkat kepuasan anggota 
DPRD dalam fasilitasi yang 

dilaksanakan oleh sekretariat DPRD 
dengan diukur dari Indeks kualitas 

fasilitasi Sekretariat DPRD. Diukur 
dari unsur-unsur sebagai berikut:  

- Fasilitasi Pembahasan Raperda 
diperoleh dari hasil survey fasilitasi 
pembahasan Raperda yang berasal 

dari inisiatif DPRD atau inisiatif 
eksekutif sesuai Propemperda. 

- Peningkatan Kapasitas dan Tugas 
DPRD diperoleh dari hasil survey 

fasilitasi bimbingan teknis yang 
diikuti oleh anggota DPRD, 
koordinasi dan konsultasi, 

penyediaan tim ahli pakar dan 
tenaga ahli fraksi  dalam satu 

tahun. 
- Fasilitasi Fungsi Pengawasan 

DPRD diperoleh dari hasil survey 
pengawasan penggunaan anggaran 
(rapat dengar pendapat 

umum/monev/rapat Alat 
Kelengkapan DPRD, pembahasan 

Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, 

dan pelaksanaan reses 
- Fasilitasi Pembahasan Kebijakan 
Anggaran terdiri dari survey pada 

pembahasan Pertanggungjawaban 
APBD, KUA-PPAS, Perubahan KUA 

dan Perubahan PPAS, Perubahan 
APBD dan Pembahasan APBD 

Rata–rata nilai IKM 
Fasilitasi Sekretariat 
DPRD  (IKM Fasilitasi 

Pembahasan Raperda 
serta Peningkatan 

Kapasitas DPRD, IKM 
Fasilitasi Fungsi 

Pengawasan DPRD dan 
Pembahasan Anggaran 
Daerah) 

Indeks 89,9 82   82,5   83   83,5   84   84     

      
SASARAN : 
Meningkatnya Fasilitasi 
Fungsi DPRD 

Persentase Agenda 
Pembentukan Perda 
yang Terlaksana sesuai 

Rencana Kerja DPRD 

Rencana agenda pembentukan 
perda terdiri dari: 
- Fasilitasi Perda yang diajukan oleh 

eksekutif 
- Fasilitasi Perda yang diajukan oleh 

inisiatif DPRD 

Jumlah agenda perda 
yang difasilitasi dibagi 
dengan jumlah agenda 

perda sesuai rencana 
kerja atau jadwal dikali 

dengan 100% 

% 100 100   100   100   100   100   100     
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      
  Persentase Agenda 

Pengawasan yang 

Terlaksana sesuai 
Rencana Kerja DPRD. 

Rencana agenda pengawasan terdiri 
dari: 

- Agenda Pengawasan Penggunaan 
Anggaran maupun pengawasan ke 

unit kerja 
- Agenda Pembahasan Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah 
- Agenda Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  

Jumlah agenda 
pengawasan 

penyelenggaraan 
pemerintahan dan 

penyerapan dan 
penghimpunan aspirasi 
masyarakat yang telah 

difasilitasi dibagi dengan 
jumlah pengawasan 

penyelenggaraan 
pemerintahan dan 

penyerapan dan 
penghimpunan aspirasi 
masyarakat sesuai 

rencana kerja atau 
jadwal dikali 100%. 

% 100 100   100   100   100   100   100     

        Persentase Agenda 
Penganggaran Daerah 

yang Terlaksana sesuai 
Rencana Kerja DPRD. 

Rencana Agenda penganggaran 
terdiri dari : 

- Agenda pembahasan APBD 
- Agenda pembahasan APBD 
Perubahan 

- Agenda pembahasan KUA dan 
PPAS 

- Agenda pembahasan KUA dan 
PPAS Perubahan 

- Agenda pembahasan 
pertanggungjawaban APBD 

Jumlah agenda 
penganggaran yang telah 

terfasilitasi dibagi 
dengan jumlah agenda 
penganggaran sesuai 

rencana kerja atau 
jadwal dikali 100% 

% 100 100   100   100   100   100   100     

4.02.

01 

01   PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

            2
0
.6

1
9
.4

8
0
.2

0
9
 

  2
1
.0

7
8
.9

5
6
.6

1
0
  

  2
1
.7

3
4
.7

9
6
.0

6
7
  

  2
2
.2

2
0
.9

4
0
.6

0
5
  

            

2
2
.7

5
0
.3

4
0
.6

4
7
  

  1
0
8
.4

0
4
.5

1
4
.1

3
8
  

  

      Meningkatnya fasilitasi 
layanan kedinasan 

Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 
layanan kedinasan 

sesuai standar / 
ketentuan yang berlaku 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
adalah hasil pengukuran dari 

kegiatan Survei Kepuasan 
Masyarakat atas pelayanan 

sekretariat sesuai PermenPAN 
Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan 

lain yang berlaku pada aplikasi e-
Sukma 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Sekretariat pada tahun 
berjalan pada aplikasi e-

sukma 

% 100 100 2
0
.6

1
9
.4

8
0
.2

0
9
  

100 2
1
.0

7
8
.9

5
6
.6

1
0
  

100 2
1
.7

3
4
.7

9
6
.0

6
7
  

100 2
2
.2

2
0
.9

4
0
.6

0
5
  

100 2
2
.7

5
0
.3

4
0
.6

4
7
  

100 1
0
8
.4

0
4
.5

1
4
.1

3
8
  

  

4.02 01.2.
01 

  Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

                

  

                  

      Meningkatnya kualitas 
dokumen perencanaan 

dan pelaporan kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Penyusunaan dokumen 

perencanaan dan 
pelaporan yang tepat 
waktu dan sesuai 

standar 

Dokumen perencanaan dan 
pelaporan tepat waktu dan sesuai 

standar merupakan dokumen 
perencanaan jangka menengah dan 
tahunan perangkat daerah, 

dokumen penganggaran dan 
dokumen evaluasi 

Jumlah jenis dokumen  
perencanaan dan  

pelaporan PD yang  
tersusun tepat waktu 
dan sesuai standar  

 ---------------------------- 
x 100%  

Jumlah jenis dokumen  
perencanaan dan  

pelaporan PD yang  
harus disusun  

% 100 100 2
8
.6

6
7
.3

2
5
  

100 2
8
.6

7
0
.7

0
0
  

100 2
8
.6

7
0
.7

0
0
  

100 2
8
.6

7
0
.7

0
0
  

100 2
8
.6

7
0
.7

0
0
  

100 1
4
3
.3

5
0
.1

2
5
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4.02 01.2.
01 

00
01 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah  

Dokumen perencanaan perangkat 

daerah merupakan dokumen 
perencanaan perangkat daerah 
jangka menengah dan tahunan 

meliputi Renstra, Perubahan 
Renstra, Renja dan Perubahan Renja 

Perangkat Daerah  

Jumlah     Dokumen     

Perencanaan     
Perangkat Daerah yang 
tersusun pada tahun 

berjalan 

Dokume

n 

7 2 6
.1

9
6
.5

0
0
  

3 6
.1

9
6
.5

0
0
  

3 6
.1

9
6
.5

0
0
  

2 6
.1

9
6
.5

0
0
  

2 6
.1

9
6
.5

0
0
  

12 3
0
.9

8
2
.5

0
0
  

  

4.02 01.2.

01 

00

07 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

                                    

      Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Laporan evaluasi kinerja perangkat 
daerah memuat dokumen evaluasi 

kinerja 
triwulanan/semesteran/tahunan  

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah pada 
tahun berjalan 

Laporan 0 17 4
.9

9
7
.4

0
0
  

17 4
.9

9
9
.2

0
0
  

17 4
.9

9
9
.2

0
0
  

17 4
.9

9
9
.2

0
0
  

17 4
.9

9
9
.2

0
0
  

85 2
4
.9

9
4
.2

0
0
  

  

4.02 01.2.
01 

00
09 

Pelaksanaan 
Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral 

Daerah 

               

  

                  

      Terlaksananya 

Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral 

Daerah 

Jumlah Data Statistik 

Sektoral Daerah yang 
Telah Dikumpulkan dan 

Diperiksa Lingkup 
Perangkat Daerah 

Data statistik sektoral merupakan 

hasil pendataan statistik sektoral 
yang digunakan sebagai bahan 

evaluasi kinerja perangkat daerah 
sesuai SOP pengumpulan data 
statistik sektoral yang 

dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang menangani statistik 

Jumlah Data Statistik 

Sektoral Daerah yang 
Telah Dikumpulkan dan 

Diperiksa Lingkup 
Perangkat Daerah pada 
tahun berjalan 

Data 0 1 4
.8

3
0
.0

0
0
  

1 4
.8

3
0
.0

0
0
  

1 4
.8

3
0
.0

0
0
  

1 4
.8

3
0
.0

0
0
  

1 4
.8

3
0
.0

0
0
  

5 2
4
.1

5
0
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
01 

00
10 

Pelaksanaan Forum 
Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang 
Urusan yang Diampu 
dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

                

  

                  

      Terlaksananya Forum 

Perangkat Daerah 
Berdasarkan Bidang 
Urusan yang Diampu 

dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Berita Acara 

Hasil Forum Perangkat 
Daerah Berdasarkan 
Bidang Urusan yang 

Diampu dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Forum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang Urusan yang 
Diampu dalam Rangka Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah merupakan kegiatan 
pembahasan rancangan Renstra dan 

rancangan Renja Perangkat Daerah 
bersama dengan pemangku 

kepentingan terkait 

Jumlah Berita Acara 

Hasil Forum Perangkat 
Daerah Berdasarkan 
Bidang Urusan yang 

Diampu dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah pada tahun 

berjalan 

Berita 

Acara 

0 1 4
.9

9
9
.2

0
0
  

1 4
.9

9
9
.2

0
0
  

1 4
.9

9
9
.2

0
0
  

1 4
.9

9
9
.2

0
0
  

1 4
.9

9
9
.2

0
0
  

5 2
4
.9

9
6
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
01 

00
11 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan 
Renja PD 
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan 
Renja PD 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan 
Renja PD yang disusun 

Dokumen Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan Renja PD 

merupakan dokumen perencanaan 
dan penganggaran perangkat daerah 

selain Renstra dan Renja yaitu 
meliputi perjanjian kinerja, rencana 
aksi, rencana kinerja tahunan, 

standar pelayanan, rencana dan 
dokumen anggaran, dokumen 

pengarusutamaam gender, profil 
perangkat daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan 
Renja PD yang disusun 

tahun berjalan 

Dokume
n 

0 13 2
.8

4
4
.2

2
5
  

13 2
.8

4
5
.8

0
0
  

13 2
.8

4
5
.8

0
0
  

13 2
.8

4
5
.8

0
0
  

13 2
.8

4
5
.8

0
0
  

65 1
4
.2

2
7
.4

2
5
  

  

4.02 01.2.
01 

00
13 

Sinkronisasi dan 
Harmonisasi Pusat dan 
Daerah dalam Rangka 

Mendukung Target 
Pembangunan Nasional 

melalui  Koordinasi 
Teknis Pembangunan 

                

  

                  

      Tercapainya 
Sinkronisasi dan 
Harmonisasi Pusat dan 

Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target 

Pembangunan Nasional 
melalui  Koordinasi 

Teknis Pembangunan 

Jumlah Berita Acara 
Hasil Sinkronisasi dan 
Harmonisasi Pusat dan 

Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target 

Pembangunan Nasional 
melalui  Koordinasi 

Teknis Pembangunan 

Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat 
dan Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target Pembangunan 

Nasional melalui Koordinasi Teknis 
Pembangunan merupakan kegiatan 

sinkronisasi dan harmonisasi 
kebijakan nasional yang tertuang 

dalam RKP tahun berjalan dan 
kebijakan daerah yang tertuang 
dalam Renja Perangkat Daerah 

tahun berjalan 

Jumlah Berita Acara 
Hasil Sinkronisasi dan 
Harmonisasi Pusat dan 

Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target 

Pembangunan Nasional 
melalui  Koordinasi 

Teknis Pembangunan 
tahun berjalan 

Berita 
Acara 

0 1 4
.8

0
0
.0

0
0
  

1 4
.8

0
0
.0

0
0
  

1 4
.8

0
0
.0

0
0
  

1 4
.8

0
0
.0

0
0
  

1 4
.8

0
0
.0

0
0
  

5 2
4
.0

0
0
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.

02 

  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

                                    

      Terpenuhinya 

pelayanan administrasi 
keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase pelayanan 

administrasi keuangan 
perangkat daerah 
sesuai standar 

Pelayanan administrasi keuangan 

perangkat daerah sesuai standar 
adalah pelayanan penyediaan gaji 
dan tunjangan serta penyusunan 

laporan keuangan sesuai standar 
pelayanan 

Jumlah administrasi 

keuangan perangkat 
daerah yang terlayani 
sesuai standar 

------------------------------
---- x 100 % 

Jumlah administrasi 
keuangan perangkat 

daerah yang harus 
dilayani 

% 100 100 3
.3

9
9
.0

7
9
.0

6
1
  

100 3
.4

4
0
.6

8
7
.7

6
7
  

100 3
.4

9
6
.5

2
7
.2

2
4
  

100 3
.4

4
6
.7

1
0
.2

1
2
  

100 3
.5

5
0
.9

2
7
.5

1
0
  

100 1
7
.3

3
3
.9

3
1
.7

7
4
  

  

4.02 01.2.

02 

00

01 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Tersedianya Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Gaji dan Tunjangan ASN memuat 

gaji, TPP, honorarium pejabat 
pengadaan, honor pengelola 

keuangan, tunjangan jabatan, 
tunjangan fungsional, tunjangan 
keluarga, jaminan kesehatan, 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
kematian, dan tunjangan lain untuk 

ASN, P3K 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN pada 

tahun berjalan 

Orang/b

ulan 

25 300 3
.3

9
3
.8

0
4
.0

6
1
  

300 3
.4

3
5
.6

8
7
.7

6
7
  

300 3
.4

9
1
.5

2
7
.2

2
4
  

300 3
.4

4
1
.7

1
0
.2

1
2
  

300 3
.5

4
5
.9

2
7
.5

1
0
  

1500 1
7
.3

0
8
.6

5
6
.7

7
4
  

  

4.02 01.2.

02 

00

07 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Tersedianya Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD 

Laporan keuangan memuat laporan 
keungan perangkat daerah bulanan, 

triwulanan, semesteran dan 
tahunan 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 
Semesteran/Tahunan 

Perangkat Daerah pada 
tahun berjalan 

Laporan 12 12 5
.2

7
5
.0

0
0
  

12 5
.0

0
0
.0

0
0
  

12 5
.0

0
0
.0

0
0
  

12 5
.0

0
0
.0

0
0
  

12 5
.0

0
0
.0

0
0
  

60 2
5
.2

7
5
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
03 

  Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

                

  

                  

      Terpenuhinya 
penyediaan  

administrasi Barang 
Milik Daerah Perangkat 

Daerah 

Persentase pelayanan 
administrasi Barang 

Milik Daerah Perangkat 
Daerah sesuai standar 

Pelayanan administrasi barang milik 
daerah memuat pelayanan 

penatausahaan barang 

Jumlah jenis 
administrasi  

Barang Milik Daerah 
Perangkat Daerah sesuai 

standar 
----------------------------- 

x 100% 
Jumlah jenis  
administrasi  

Barang Milik Daerah  
yang harus disediakan 

% 0 100 4
.9

2
0
.0

0
0
  

100 4
.9

2
0
.0

0
0
  

100 4
.9

2
0
.0

0
0
  

100 4
.9

2
0
.0

0
0
  

100 4
.9

2
0
.0

0
0
  

100 2
4
.6

0
0
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
03 

00
06 

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 

SKPD 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Terlaksananya 
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD 

Penatausahaan barang milik daerah 
memuat Penyusunan RKPBMD, 

Pengamanan, Penilaian, 
Pemanfaatan, Rekonsiliasi, 

Pengawasan dan Pengendalian BMD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 
pada tahun berjalan 

Laporan 0 10 4
.9

2
0
.0

0
0
  

10 4
.9

2
0
.0

0
0
  

10 4
.9

2
0
.0

0
0
  

10 4
.9

2
0
.0

0
0
  

10 4
.9

2
0
.0

0
0
  

50 2
4
.6

0
0
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
05 

  Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

                

  

                  

      Terpenuhinya 

pelayanan administrasi 
kepegawaian perangkat 

daerah 

Persentase pelayanan 

adminsitrasi 
kepegawaian perangkat 

daerah yang sesuai 
standar 

Pelayanan administrasi kepegawaian 

perangkat daerah memuat 
pelayanan penyediaan pakaian dinas 

dan atribut kelengkapan serta 
sosialisasi peraturan perundangan-
undangan yang dilaksanakan sesuai 

standar pelayanan/SOP 

Jumlah jenis  

administrasi 
kepegawaian  

perangkat daerah yang 
terlayani sesuai standar 
----------------------------- 

x 100% 
jumlah jenis 

administrasi 
kepegawaian perangkat 

daerah yang harus 
dilayani 

% 100 100 2
6
7
.8

0
5
.8

0
0
  

100 2
6
4
.2

5
1
.0

0
0
  

100 2
6
4
.2

5
1
.0

0
0
  

100 3
2
8
.7

1
2
.5

5
0
  

100 2
6
4
.2

5
1
.0

0
0
  

100 1
.3

8
9
.2

7
1
.3

5
0
  

  

4.02 01.2.

05 

00

02 

Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Tersedianya Pakaian 
Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan 

Pakaian Dinas beserta atribut 
kelengkapan memuat pengadaan 

seragam/kostum untuk mendukung 
event daerah 

Jumlah Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut 

Kelengkapan pegawai 
pada tahun berjalan 

Paket 24 3 5
9
.1

2
5
.0

0
0
  

3 5
5
.5

6
9
.0

0
0
  

3 5
5
.5

6
9
.0

0
0
  

3 5
5
.5

6
9
.0

0
0
  

3 5
5
.5

6
9
.0

0
0
  

15 2
8
1
.4

0
1
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
05 

00
10 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

                                    



- 2539 - 
 

Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Terlaksananya 
Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-
Undangan 

Orang    yang    Mengikuti    
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan adalah ASN (PNS dan 
P3K) yang mengikuti pembinaan 

kepegawaian dan event daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-
Undangan pada tahun 

berjalan 

Orang 25 25 2
0
8
.6

8
0
.8

0
0
  

25 2
0
8
.6

8
2
.0

0
0
  

25 2
0
8
.6

8
2
.0

0
0
  

25 2
7
3
.1

4
3
.5

5
0
  

25 2
0
8
.6

8
2
.0

0
0
  

125 1
.1

0
7
.8

7
0
.3

5
0
  

  

4.02 01.2.
06 

  Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

                                   

      Terpenuhinya 
penyediaan  

administrasi umum 
perangkat daerah 

Persentase ketersediaan 
administrasi umum 

perangkat daerah 
sesuai standar 

Ketersediaan administrasi umum 
perangkat daerah sesuai standar 

memuat ketersediaan komponen 
instalansi listrik, peralatan dan 
perlengkapan, peralatan rumah 

tangga, bahan logistik, barang 
cetakan dan penggandaan, bahan 

bacaan, rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan 

pelaksanaan SPBE yang 
dilaksanakan sesuai standar 
pelayanan/SOP 

Jumlah jenis 
administrasi  

umum perangkat daerah 
yang tersedia sesuai 
standar 

----------------------------- 
x 100% 

Jumlah jenis 
administrasi  

umum yang harus 
disediakan 

% 100 100 8
4
3
.9

7
8
.4

0
0
  

100 9
4
4
.7

0
3
.7

0
0
  

100 9
4
4
.7

0
3
.7

0
0
  

100 1
.0

4
4
.7

0
3
.7

0
0
  

100 9
4
4
.7

0
3
.7

0
0
  

100 4
.7

2
2
.7

9
3
.2

0
0
  

  

4.02 01.2.
06 

00
01 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Tersedianya Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan mencakup 

komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan yang 

disediakan untuk menunjang 
kegiatan perkantoran 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan pada tahun 

berjalan 

Paket 22 1 5
1
.0

4
8
.5

0
0
  

1 5
1
.0

7
6
.0

0
0
  

1 5
1
.0

7
6
.0

0
0
  

1 5
1
.0

7
6
.0

0
0
  

1 5
1
.0

7
6
.0

0
0
  

5 2
5
5
.3

5
2
.5

0
0
  

  

4.02 01.2.
06 

00
02 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

                

  

                  

      Tersedianya Peralatan 
dan Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan 

Peralatan    dan    Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan mencakup 

peralatan dan perlengkapan kantor 
kategori barang pakai habis/non 

modal yang disediakan untuk 
menunjang kegiatan perkantoran 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    

Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan pada 

tahun berjalan 

Paket 45 4 9
5
.8

9
6
.9

0
0
  

4 9
5
.9

2
1
.6

0
0
  

4 9
5
.9

2
1
.6

0
0
  

4 9
5
.9

2
1
.6

0
0
  

4 9
5
.9

2
1
.6

0
0
  

20 4
7
9
.5

8
3
.3

0

0
  

  

4.02 01.2.

06 

00

03 

Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

                  

                  

      Tersedianya Peralatan 

Rumah Tangga 

Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Peralatan  Rumah  Tangga  yang 

Disediakan mencakup peralatan 
rumah tangga yang disediakan 

untuk menunjang kegiatan 
perkantoran 

Jumlah  Paket  

Peralatan  Rumah 
Tangga  yang Disediakan 

pada tahun berjalan 

Paket 39 5 4
6
.1

0
5
.4

0
0
  

5 4
6
.1

2
9
.7

0
0
  

5 4
6
.1

2
9
.7

0
0
  

5 4
6
.1

2
9
.7

0
0
  

5 4
6
.1

2
9
.7

0
0
  

25 2
3
0
.6

2
4
.2

0
0
  

  

4.02 01.2.

06 

00

04 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

                                    



- 2540 - 
 

Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan 

Bahan logistik  yang disediakan 
mencakup makanan dan minuman 

yang disediakan untuk menunjang 
kegiatan perkantoran 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 

Disediakan pada tahun 
berjalan 

Paket 0 1 5
1
.5

2
0
.0

0
0
  

1 5
1
.5

2
0
.0

0
0
  

1 5
1
.5

2
0
.0

0
0
  

1 5
1
.5

2
0
.0

0
0
  

1 5
1
.5

2
0
.0

0
0
  

5 2
5
7
.6

0
0
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
06 

00
05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

                

  

                  

      Tersedianya Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Barang Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan mencakup barang 
cetakan dan penggandaan yang 
disediakan untuk menunjang 

kegiatan perkantoran 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan pada tahun 

berjalan 

Paket 10 1 3
6
.2

1
9
.0

0
0
  

1 3
6
.2

2
2
.8

0
0
  

1 3
6
.2

2
2
.8

0
0
  

1 3
6
.2

2
2
.8

0
0
  

1 3
6
.2

2
2
.8

0
0
  

5 1
8
1
.1

1
0
.2

0
0
  

  

4.02 01.2.

06 

00

06 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

                

  

                  

      Tersedianya Bahan 

Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-

Undangan yang 
Disediakan 

Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan yang 
Disediakan mencakup bahan 

bacaan dan dokumen peraturan 
perundang-undangan yang 

disediakan untuk menunjang 
kegiatan perkantoran 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-

Undangan yang 
Disediakan pada tahun 

berjalan 

Dokume

n 

48 48 2
1
.9

5
4
.0

0
0
  

48 2
1
.9

5
4
.0

0
0
  

48 2
1
.9

5
4
.0

0
0
  

48 2
1
.9

5
4
.0

0
0
  

48 2
1
.9

5
4
.0

0
0
  

240 1
0
9
.7

7
0
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.

06 

00

08 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

                                    

      Terlaksananya Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Fasilitasi Penerimaan Tamu dan 

pelaksanaan paripurna DPRD 
mencakup makanan dan minuman 

yang disediakan untuk menunjang 
penerimaan tamu dan rapat 
paripurna DPRD Mendengarkan 

Pidato Kenegaraan dalam rangka 
HUT RI 

Jumlah Laporan 

Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Laporan 12 12 2
5
7
.9

8
6
.0

0
0
  

12 2
5
8
.0

2
2
.0

0
0
  

12 2
5
8
.0

2
2
.0

0
0
  

12 3
5
8
.0

2
2
.0

0
0
  

12 2
5
8
.0

2
2
.0

0
0
  

60 1
.3

9
0
.0

7
4
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
06 

00
09 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

                

  

                  

      Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD mencakup 

perjalanan dinas yang dilaksanakan 
untuk menunjang kegiatan 

perkantoran 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD pada 

tahun berjalan 

Laporan 12 12 1
8
3
.6

7
9
.0

0
0
  

12 1
8
3
.9

6
0
.0

0
0
  

12 1
8
3
.9

6
0
.0

0
0
  

12 1
8
3
.9

6
0
.0

0
0
  

12 1
8
3
.9

6
0
.0

0
0
  

60 9
1
9
.5

1
9
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
06 

00
10 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

                                    

      Terlaksananya 
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD mencakup pengelolaan arsip 

aktif, inaktif dan vital serta 
pengelolaan sumberdaya kearsipan 

guna mendukung tertib pengelolaan 
kearsipan dinamis pada perangkat 
daerah 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 
pada tahun berjalan 

Dokume
n 

0 100 9
9
.5

6
9
.6

0
0
  

100 1
9
9
.8

9
7
.6

0
0
  

100 1
9
9
.8

9
7
.6

0
0
  

100 1
9
9
.8

9
7
.6

0
0
  

100 1
9
9
.8

9
7
.6

0
0
  

500 8
9
9
.1

6
0
.0

0
0
  

  



- 2541 - 
 

Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4.02 01.2.
07 

  Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

                

  

                  

      Terpenuhinya 
Penyediaan Barang 
Milik Daerah penunjang 

urusan 

Persentase Penyediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

sesuai kebutuhan 

Penyediaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan sesuai 
kebutuhan adalah kegiatan 

penyediaan kendaraan jabatan, 
kendaraan operasional, mebel, 

peralatan dan mesin lainnya, aset 
tetap lainnya, aset tak berwujud, 

pembangunan gedung kantor dan 
penyediaan sarana dan prasaran 
gedung kantor yang disediakan 

sesuai RKBMD 

Jumlah  BMD 
penunjang  
urusan yang tersedia 

sesuai kebutuhan 
---------------------------- x 

100 % 
Jumlah BMD penunjang  

urusan yang dibutuhkan 

% 100 100 6
2
3
.4

1
0
.2

0
0
  

100 3
9
9
.4

9
0
.1

1
0
  

100 8
9
9
.4

9
0
.1

1
0
  

100 1
.6

9
9
.4

9
0
.1

1
0
  

100 1
.0

6
0
.6

3
4
.4

0
4
  

100 4
.6

8
2
.5

1
4
.9

3
4
  

  

4.02 01.2.

07 

00

01 

Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Tersedianya Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 

Disediakan 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan adalah kendaraan dinas 
jabatan yang disediakan sesuai 

RKBMD 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 

Disediakan pada tahun 
berjalan 

Unit 3 0                                    

-    

0 

                                   

-    

0                                    

-    
3 1

.3
0
0
.0

0
0

.0
0
0
  

1 5
0
0
.0

0
0
.0

0
0
  

4 1
.8

0
0
.0

0
0

.0
0
0
  

  

4.02 01.2.
07 

00
05 

Pengadaan Mebel                                     

      Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan 

Mebel yang Disediakan mencakup 

mebel yang menjadi aset perangkat 
daerah untuk menunjang kegiatan 

perkantoran yang disediakan sesuai 
RKBMD 

Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan pada 
tahun berjalan 

Unit 0 52 1
8
7
.7

2
1
.6

0
0
  

10 1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
  

10 6
0
0
.0

0
0
.0

0
0
  

10 1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
  

10 1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
  

92 1
.0

8
7
.7

2
1
.6

0

0
  

  

4.02 01.2.

07 

00

06 

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

                                    

      Tersedianya Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan mencakup peralatan dan 
mesin lainnya yang menjadi aset 

perangkat daerah untuk menunjang 
kegiatan perkantoran yang 
disediakan sesuai RKBMD 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan pada tahun 

berjalan 

Unit 10 46 4
3
5
.6

8
8
.6

0
0
  

10 2
4
9
.4

9
0
.1

1
0
  

10 2
4
9
.4

9
0
.1

1
0
  

10 2
4
9
.4

9
0
.1

1
0
  

10 4
1
0
.6

3
4
.4

0
4
  

86 1
.5

9
4
.7

9
3
.3

3
4
  

  

4.02 01.2.

07 

00

11 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

                

  

                  

      Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Disediakan 

Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung  Kantor  atau  Bangunan  

Lainnya  yang Disediakan mencakup 
ruangan dalam gedung kantor 

termasuk jaringan internet, listrik, 
telepon serta sarana dan prasarana 

luar gedung kantor yang menjadi 
aset perangkat daerah untuk 
menunjang kegiatan perkantoran 

yang disediakan sesuai RKBMD 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana  Gedung  

Kantor  atau  Bangunan  
Lainnya  yang 

Disediakan pada tahun 
berjalan 

Unit 0 0                                    

-    

1 5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

1 5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

1 5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

1 5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

4 2
0
0
.0

0
0
.0

0
0
  

  



- 2542 - 
 

Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4.02 01.2.
08 

  Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

                

  

                  

      Terpenuhinya 

penyediaan jasa 
penunjang urusan 
perkantoran 

Persentase penyediaan 

jasa penunjang urusan 
sesuai standar 

Penyediaan jasa penunjang urusan 

sesuai standar memuat penyediaan 
jasa komunikasi, sumber daya air 
dan listrik; penyediaan jasa 

peralatan dan perlengkapan, serta 
penyediaan jasa pelayanan umum 

yang dilaksanakan sesuai standar 
pelayanan/SOP 

Jml jenis penunjang 

urusan  
pemerintahan daerah 
yang tersedia sesuai 

standar 
---------------------------- x 

100 % 
Jml jenis penunjang  

urusan pemerintahan 
yang harus disediakan 

% 100 100 1
.2

8
3
.2

5
9
.2

0
0
  

100 1
.2

8
3
.2

5
9
.2

0
0
  

100 1
.2

8
3
.2

5
9
.2

0
0
  

100 1
.2

8
3
.2

5
9
.2

0
0
  

100 1
.2

8
3
.2

5
9
.2

0
0
  

100 6
.4

1
6
.2

9
6
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.

08 

00

02 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

Penyediaan  Jasa  Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan memuat pembayaran 
listrik, air dan telepon yang 
menunjang kegiatan perkantoran  

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan pada 

tahun berjalan 

Laporan 12 12 2
0
1
.4

2
0
.0

0
0
  

12 2
0
1
.4

2
0
.0

0
0
  

12 2
0
1
.4

2
0
.0

0
0
  

12 2
0
1
.4

2
0
.0

0
0
  

12 2
0
1
.4

2
0
.0

0
0
  

60 1
.0

0
7
.1

0
0
.0

0

0
  

  

4.02 01.2.

08 

00

04 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor 

                

  

                  

      Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

Penyediaan   Jasa   Pelayanan 
Umum Kantor memuat kegiatan 
penyediaan dan pembayaran gaji, 

jaminan kesehatan, jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan kematian 

bagi tenaga pelayanan umum 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan pada 
tahun berjalan 

Laporan 12 12 1
.0

8
1
.8

3
9
.2

0
0
  

12 1
.0

8
1
.8

3
9
.2

0
0
  

12 1
.0

8
1
.8

3
9
.2

0
0
  

12 1
.0

8
1
.8

3
9
.2

0
0
  

12 1
.0

8
1
.8

3
9
.2

0
0
  

60 5
.4

0
9
.1

9
6
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.
09 

  Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

                

  

                  

      Terpenuhinya 

pelayanan penunjang 
kinerja perangkat 

daerah 

Persentase Barang Milik 

Daerah yang terpelihara 
sesuai kebutuhan 

Barang Milik Daerah yang 

terpelihara sesuai standar adalah 
barang milik daerah yang menjadi 

kewenangan perangkat daerah 
memuat kendaraan jabatan, 
kendaraan operasional, mebel, 

peralatan dan mesin lainnya, aset 
tetap lainnya, aset tak berwujud 

serta sarana dan prasarana 
pendukung gedung kantor yang 

dipelihara sesuai RKPBMD 

Jumlah jenis BMD  

yang terpelihara sesuai 
kebutuhan 

---------------------------- x 
100% 
jumlah jenis BMD  

yang harus dipelihara 

% 100 100 8
0
8
.0

3
3
.6

7
0
  

100 1
.0

0
8
.3

2
4
.6

0
0
  

100 1
.0

0
8
.3

2
4
.6

0
0
  

100 8
4
2
.3

2
4
.6

0
0
  

100 1
.0

0
8
.3

2
4
.6

0
0
  

100 4
.6

7
5
.3

3
2
.0

7
0
  

  

4.02 01.2.
09 

00
01 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        



- 2543 - 
 

Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 

Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
adalah kendaraan jabatan yang 

dilakukan pemeliharaan sesuai 
RKPBMD 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan 
Pajaknya pada tahun 
berjalan 

Unit 0 4 1
6
9
.5

4
9
.2

0
0
  

4 2
1
9
.5

8
5
.6

0
0
  

4 2
1
9
.5

8
5
.6

0
0
  

4 2
1
9
.5

8
5
.6

0
0
  

4 2
1
9
.5

8
5
.6

0
0
  

20 1
.0

4
7
.8

9
1
.6

0
0
  

  

4.02 01.2.
09 

00
02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

                

  

                  

      Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya 
adalah kendaraan jabatan dan 

kendaraan operasional yang 
dilakukan pemeliharaan sesuai 
RKPBMD 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya pada tahun 
berjalan 

Unit 29 9 1
8
9
.7

9
3
.7

0
0
  

9 1
8
9
.8

8
2
.0

0
0
  

9 1
8
9
.8

8
2
.0

0
0
  

9 1
8
9
.8

8
2
.0

0
0
  

9 1
8
9
.8

8
2
.0

0
0
  

45 9
4
9
.3

2
1
.7

0
0
  

  

4.02 01.2.
09 

00
05 

Pemeliharaan Mebel                                     

      Terlaksananya 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara  

Mebel yang dipelihara adalah mebel 
aset perangkat daerah yang 

dipelihara sesuai RKPBMD 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara pada tahun 

berjalan 

Unit 0 68 4
9
.8

1
3
.0

0
0
  

68 4
9
.9

3
9
.2

0
0
  

68 4
9
.9

3
9
.2

0
0
  

68 4
9
.9

3
9
.2

0
0
  

68 4
9
.9

3
9
.2

0
0
  

340 2
4
9
.5

6
9
.8

0

0
  

  

4.02 01.2.
09 

00
06 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

                                    

      Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  

Peralatan dan mesin lainnya yang 
dipelihara adalah peralatan dan 
mesin lainnya aset perangkat daerah 

yang dipelihara sesuai RKPBMD 

Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   yang 
Dipelihara pada tahun 

berjalan 

Unit 89 89 1
8
2
.3

9
7
.7

7
0
  

89 1
8
2
.3

9
7
.8

0
0
  

89 1
8
2
.3

9
7
.8

0
0
  

89 1
8
2
.3

9
7
.8

0
0
  

89 1
8
2
.3

9
7
.8

0
0
  

445 9
1
1
.9

8
8
.9

7
0
  

  

4.02 01.2.

09 

00

11 

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

                

  

                  

      Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitas
i 

Sarana    dan    Prasarana    

Pendukung Gedung  Kantor  atau  
Bangunan  Lainnya  yang 

Dipelihara/Direhabilitasi adalah 
ruangan dalam gedung kantor, 
taman, kolam, tempat parkir, pos 

satpam, pagar, dll yang 
dipelihara/direhabilitasi sesuai 

RKPBMD 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
pada tahun berjalan 

Unit 76 2 2
1
6
.4

8
0
.0

0
0
  

3 3
6
6
.5

2
0
.0

0
0
  

3 3
6
6
.5

2
0
.0

0
0
  

3 2
0
0
.5

2
0
.0

0
0
  

3 3
6
6
.5

2
0
.0

0
0
  

14 1
.5

1
6
.5

6
0
.0

0
0
  

  

4.02 01.2.

15 

  Layanan Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD 
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Terpenuhinya fasilitasi 
layanan Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD 

Persentase Fasilitasi 
Layanan Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD 

Pelayanan administrasi keuangan 
dan kesejahteraan sesuai standar 

adalah pelayanan penyediaan gaji 
dan tunjangan serta penyediaan 

pakaian dinas dan atribut DPRD 
serta fasilitasi pelaksanan medical 
check up DPRD  

Jumlah administrasi 
keuangan dan 

kesejahteraan DPRD 
yang terlayani sesuai 

standar 
------------------------------
---- x 100 % 

Jumlah administrasi 
keuangan dan 

kesejahteraan DPRD 
yang harus dilayani 

% 100 100 1
3
.3

6
0
.3

2
6
.5

5
3
  

100 1
3
.7

0
4
.6

4
9
.5

3
3
  

100 1
3
.8

0
4
.6

4
9
.5

3
3
  

100 1
3
.5

4
2
.1

4
9
.5

3
3
  

100 1
4
.6

0
4
.6

4
9
.5

3
3
  

100 6
9
.0

1
6
.4

2
4
.6

8
5
  

  

4.02 01.2.
15 

00
01 

Penyelenggaraan 
Administrasi Keuangan 
DPRD 

          
 

  

 

  

 

  

 
  

 

        

      Tersedianya hak 
Keuangan anggota 

DPRD 

Jumlah Anggota DPRD 
yang Menerima Hak 

Keuangan DPRD 

Pelayanan administrasi keuangan 
dan kesejahteraan sesuai standar 

adalah pelayanan penyediaan gaji 
dan tunjangan DPRD 

Jumlah Anggota DPRD 
yang Menerima Hak 

Keuangan DPRD 

Orang 25 300 1
2
.8

9
5
.7

7
4
.4

5
3
  

300 1
3
.2

4
0
.0

7
2
.0

3
3
  

300 1
3
.3

4
0
.0

7
2
.0

3
3
  

300  1
3
.0

7
7
.5

7
2
.0

3
3
  

300 1
4
.1

4
0
.0

7
2
.0

3
3
  

1500 6
6
.6

9
3
.5

6
2
.5

8
5
  

  

4.02 01.2.
15 

00
02 

Penyediaan Pakaian 
Dinas dan Atribut 

DPRD 

                

  

                  

      Terlaksananya 

penyediaan pakaian 
dinas dan atribut DPRD 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas dan Atribut 
DPRD yang Disediakan 

Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut DPRD memuat pakaian 
dinas DPRD, seragam olahraga, 
seragam batik khas daerah sebagai 

penunjang kinerja DPRD 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas dan Atribut DPRD 
yang Disediakan 

Paket 10 5 3
8
9
.5

5
2
.1

0
0
  

5 3
8
9
.5

7
7
.5

0
0
  

5 3
8
9
.5

7
7
.5

0
0
  

5 3
8
9
.5

7
7
.5

0
0
  

5 3
8
9
.5

7
7
.5

0
0
  

25 1
.9

4
7
.8

6
2
.1

0
0
  

  

4.02 01.2.

15 

00

03 

Pelaksanaan Medical 

Check Up DPRD 

                                    

      Terlaksananya Medical 
Check Up DPRD 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Medical 

Check Up DPRD 

Fasilitasi Medical Check Up DPRD 
meliputi pemeriksaan kesehatan 

DPRD 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Medical 

Check Up DPRD 

Orang 25 25 7
5
.0

0
0
.0

0
0
  

25 7
5
.0

0
0
.0

0
0
  

25 7
5
.0

0
0
.0

0
0
  

25  7
5
.0

0
0
.0

0
0
  

25 7
5
.0

0
0
.0

0
0
  

125 3
7
5
.0

0
0
.0

0

0
  

  

4.02 02   PROGRAM DUKUNGAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
DAN FUNGSI DPRD 

            1
6
.3

7
1
.7

7
9
.8

2
9
  

  1
6
.4

5
6
.4

7
9
.7

3
8
  

    1
6
.4

9
2
.8

1
7
.1

9
9
  

  1
5
.5

7
8
.3

6
3
.7

1
5
  

  1
6
.2

5
4
.1

8
7
.1

3
4
  

  8
1
.1

5
3
.6

2
7
.6

1
5
  

  

      1. Meningkatnya 
kualitas persidangan 

dan kajian  peraturan 
perundang- undangan 

            1
1
.4

3
8
.4

8
0
.9

7
9
  

  1
1
.5

1
0
.2

4
6
.0

8
8
  

    1
1
.5

4
6
.5

8
3
.5

4
9
  

  1
1
.1

9
6
.5

9
1
.6

1
5
  

  1
1
.3

0
7
.9

5
3
.4

8
4
  

  5
6
.9

9
9
.8

5
5
.7

1
5
  

  



- 2545 - 
 

Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

        Persentase Penetapan 
Ranperda Tahun N 

Fasiliasi Raperda yang dibahas di 
Tahun N merupakan Fasilitasi 

rancangan peraturan daerah dalam 
tahun N 

Jumlah fasilitasi 
pembahasan 

propemperda 
berdasarkan tahun N 

dibagi jumlah Ranperda 
yang tertuang dalam 
tahun N x 100% 

% 100 100 8
.3

1
8
.3

2
2
.4

3
4
  

100 9
.0

4
5
.6

3
9
.8

3
8
  

100  9
.0

8
1
.9

7
7
.2

9
9
  

100 8
.7

3
1
.9

8
5
.3

6
5
  

100  8
.8

4
3
.3

4
7
.2

3
4
  

500 4
4
.0

2
1
.2

7
2
.1

7
0
  

  

        Persentase Ketepatan 
Penetapan Perda APBD 

Tahun N 

Waktu penetapan APBD 
berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 Kepala 

daerah dan DPRD wajib menyetujui 
bersama rancangan Perda tentang 
APBD paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum dimulainya tahun anggaran 
setiap tahun. 

Jumlah perda APBD 
tahun N yang ditetapkan 

tepat waktu/ jumlah 
perda APBD tahun N 

yang ditetapkan x 100% 

Persenta
se 

100 100 3
.1

2
0
.1

5
8
.5

4
5
  

100 2
.4

6
4
.6

0
6
.2

5
0
  

100 2
.4

6
4
.6

0
6
.2

5
0
  

100 2
.4

6
4
.6

0
6
.2

5
0
  

100 2
.4

6
4
.6

0
6
.2

5
0
  

100 1
2
.9

7
8
.5

8
3
.5

4
5
  

  

4.02 02.2.
01 

  Pembentukan 
Peraturan Daerah dan 

Peraturan DPRD 

                

  

                  

      Terfasilitasinya 
Pembahasan Perda dan 

Peraturan DPRD 

Persentase Perda dan 
Peraturan DPRD yang 

Difasilitasi 

Indikator yang mengukur persentase 
Raperda dan Peraturan DPRD yang 

difasilitasi. 
- Raperda adalah rancangan 

peraturan daerah yang dibahas 
bersama dengan eksekutif. 

- Peraturan DPRD meliputi Tata 
Tertib DPRD dan kode etik DPRD 
yang disusun. 

Jumlah Raperda dan 
Peraturan DPRD yang 

difasilitasi 
pembahasannya dibagi 

dengan jumlah Raperda 
dan Peraturan DPRD 

yang harus difasilitasi 
pada tahun berjalan 
dikali dengan 100% 

% 100 100 3
.1

2
0
.1

5
8
.5

4
5
  

100 2
.4

6
4
.6

0
6
.2

5
0
  

100 2
.4

6
4
.6

0
6
.2

5
0
  

100 2
.4

6
4
.6

0
6
.2

5
0
  

100 2
.4

6
4
.6

0
6
.2

5
0
  

100 1
2
.9

7
8
.5

8
3
.5

4
5
  

  

4.02 02.2.
01 

00
01 

Penyusunan dan 
Pembahasan Program 

Pembentukan 
Peraturan Daerah 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Terlaksananya 
Fasilitasi Penyusunan 
dan Pembahasan 

Program Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyusunan dan 
Pembahasan Program 

Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Menyusun rencana Perda yang akan 
dibahas di tahun berikutnya, yang 
akan dibahas oleh DPRD 

Jumlah dokumen 
propemperda yang 
difasilitasi 

pembahasannya 

Dokume
n 

5 5 2
7
0
.8

3
3
.0

0
0
  

5 2
7
0
.8

3
3
.0

0
0
  

5 2
7
0
.8

3
3
.0

0
0
  

5 2
7
0
.8

3
3
.0

0
0
  

5 2
7
0
.8

3
3
.0

0
0
  

25 1
.3

5
4
.1

6
5
.0

0
0
  

  

4.02 02.2.
01 

00
02 

Pembahasan 
Rancangan Peraturan 
Daerah 

                

  

                  

      Terlaksananya Fasilitasi 
Pembahasan 

Raperda/Raperda 
Inisiatif 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan 

Rancangan Peraturan 
Daerah 

Pembahasan Rancangan Perda 
adalah rancangan Perda yang 

dibahas eksekutif bersama dengan 
DPRD 

Jumlah dokumen hasil 
pembahasan rancangan 

peraturan daerah yang 
difasilitasi 

Dokume
n 

10 10 1
.9

0
1
.1

2
0
.2

5
0
  

10 1
.6

2
6
.8

5
8
.2

5
0
  

10 1
.6

2
6
.8

5
8
.2

5
0
  

10 1
.6

2
6
.8

5
8
.2

5
0
  

10  1
.6

2
6
.8

5
8
.2

5
0
  

50 8
.4

0
8
.5

5
3
.2

5
0
  

  

4.02 02.2.
01 

00
03 

Penyelenggaraan Kajian 
Perundang-Undangan 
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Terfasilitasinya 
Fasilitasi 

Penyelenggaraan Kajian 
Perundang-Undangan 

Jumlah Dokumen 
Kajian Perundang-

Undangan 

Penyelenggaraan Kajian Perundang-
undangan meliputi penyusunan 

kajian Perda dan fasilitasi 
pendukungnya. 

Jumlah dokumen kajian 
perundang-undangan 

yang difasilitasi 

Dokume
n 

1 1 5
2
6
.2

0
2
.2

9
5
  

1 1
4
4
.9

1
2
.0

0
0
  

1 1
4
4
.9

1
2
.0

0
0
  

1 1
4
4
.9

1
2
.0

0
0
  

1 1
4
4
.9

1
2
.0

0
0
  

5  1
.1

0
5
.8

5
0
.2

9
5
  

  

4.02 02.2.
01 

00
04 

Fasilitasi Penyusunan 
Penjelasan/Keterangan 

Naskah Akademik 

                

  

                  

      Terlaksananya Fasilitasi 

Penyusunan Naskah 
Akademik 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyusunan Penjelasan 
atau Keterangan 
dan/atau Naskah 

Akademik yang 
Difasilitasi 

Naskah akademik adalah pengkajian 

hukum dan hasil penelitian lainnya 
terhadap suatu masalah tertentu 
yang dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah mengenai pengaturan suatu 
masalah tersebut dalam rancangan 

perda terhadap permasalahan dan 
kebutuhan hukum masalah. 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyusunan Penjelasan 
atau Keterangan 
dan/atau Naskah 

Akademik yang 
difasilitasi 

penyusunannya dalam 1 
tahun 

Dokume

n 

2 2 1
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

2 1
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

2 1
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

2 1
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

2 1
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

10 7
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

  

4.02 02.2.
01 

00
05 

Penyusunan Tata Tertib 
DPRD 

                                    

      Terlaksananya Fasilitasi 

Penyusunan Tata Tertib 
DPRD 

Jumlah Dokumen Tata 

Tertib DPRD yang 
Disusun 

Dokumen tata tertib DPRD meliputi 

tata tertib DPRD dan kode etik DPRD 

Jumlah dokumen tata 

tertib DPRD yang 
disusun/difasilitasi 

dalam 1 tahun 

Dokume

n 

2 2 2
7
2
.0

0
3
.0

0
0
  

2 2
7
2
.0

0
3
.0

0
0
  

2 2
7
2
.0

0
3
.0

0
0
  

2 2
7
2
.0

0
3
.0

0
0
  

2 2
7
2
.0

0
3
.0

0
0
  

10 1
.3

6
0
.0

1
5
.0

0
0
  

  

4.02 02.2.

04 

  Peningkatan Kapasitas 

DPRD 

                                    

      Terfasilitasinya 

Peningkatan Kapasitas 
DPRD 

Presentase Fasilitasi 

peningkatan Kapasitas 
DPRD sesuai aturan 

Fasilitasi peningkatan kapasitas 

DPRD sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Jumlah fasilitasi 

kegiatan peningkatan 
kapasitas DPRD dibagi 

jumlah kegiatan 
peningkatan kapasitas 
DPRD yang harus 

difasilitasi sesuai 
ketentuan dikali 100% 

% 100 100 2
.5

9
0
.1

4
0
.1

2
9
  

100 2
.5

9
0
.1

4
0
.1

2
9
 

100 2
.5

9
0
.1

4
0
.1

2
9
  

100 3
.0

9
0
.1

4
0
.1

2
9
  

100 2
.5

9
0
.1

4
0
.1

2
9
  

100 1
3
.4

5
0
.7

0
0
.6

4

5
  

  

4.02 02.2.
04 

00
01 

Orientasi DPRD           
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Terlaksananya 
Orientasi DPRD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan 
Orientasi DPRD 

Orientasi DPRD (orientasi DPRD 
adalah pembekalan anggota dewan 
tentang pengetahuan, tugas dan 

fungsi DPRD pada awal masa 
jabatan) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi 
Penyelenggaraan 

Orientasi DPRD  

Dokume
n 

1 0 - 0  -  0  -  

1 5
0
0
.0

0
0
.0

0
0
  

0  -  

1 5
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 

  

4.02 02.2.
04 

00
02 

Pendalaman Tugas 
DPRD 

                                    

      Terlaksananya Fasilitasi 

Pendalaman Tugas 
DPRD 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pendalaman Tugas 
DPRD 

Fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD 

merupakan kegiatan peningkatan 
kapasitas berupa bimbingan teknis 

yang dilaksanakan oleh BPSDM 
Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, 

partai politik, dan perguruan tinggi 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pendalaman Tugas 
DPRD yang terfasilitasi 

dalam 1 tahun 

Dokume

n 

6 6 1
.5

7
5
.5

3
6
.6

5
4
 

6 1
.5

7
5
.5

3
6
.6

5
4
 

6 1
.5

7
5
.5

3
6
.6

5
4
  

6 1
.5

7
5
.5

3
6
.6

5
4
  

6 1
.5

7
5
.5

3
6
.6

5
4
  

30 7
.8

7
7
.6

8
3
.2

7
0
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4.02 02.2.
04 

00
04 

Penyediaan Kelompok 
Pakar dan Tim Ahli 

                                    

      Terlaksananya Fasilitasi 
Penyediaan Kelompok 

Pakar dan Tim Ahli 

Jumlah Orang dalam 
Kelompok Pakar dan 

Tim Ahli 

Fasilitasi Penyediaan Kelompok 
Pakar dan tim ahli untuk menunjang 

Kinerja Fungsi DPRD 

Jumlah Orang dalam 
Kelompok Pakar dan Tim 

Ahli yang tersedia dalam 
1 tahun 

Orang 7 7 1
7
0
.0

0
0
.0

0
0
  

7 1
7
0
.0

0
0
.0

0
0
  

7 1
7
0
.0

0
0
.0

0
0
  

7 1
7
0
.0

0
0
.0

0
0
  

7 1
7
0
.0

0
0
.0

0
0
  

35 8
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

  

4.02 02.2.
04 

00
05 

Penyediaan Tenaga Ahli 
Fraksi 

                                    

      Terlaksananya Fasilitasi 
Penyediaan Tenaga Ahli 
Fraksi 

Jumlah Tenaga Ahli 
Fraksi 

Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli 
fraksi adalah fasilitasi penyediaan 
tenaga ahli fraksi untuk menunjang 

kinerja dan fungsi fraksi 

Jumlah Tenaga Ahli 
Fraksi yang tersedia 
dalam 1 tahun 

Orang 4 5 3
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

5 3
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

5 3
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

5 3
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

5 3
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

25 1
.7

1
0
.0

0
0
.0

0
0
  

  

4.02 02.2.
04 

00
07 

Penyusunan Program 
Kerja DPRD 

                                    

      Terlaksananya Fasilitasi 

Penyusunan Program 
Kerja DPRD 

Jumlah Dokumen 

Rencana Kerja DPRD 

Fasilitasi penyusunan rencana kerja 

DPRD adalah fasilitasi penyusunan 
rencana kerja alat kelengkapan 

DPRD yang direncanakan dalam 1 
tahun 

Jumlah dokumen 

rencana kerja DPRD 
yang tersusun dalam 1 

tahun 

Dokume

n 

1 1 7
2
.3

6
9
.6

7
5
  

1 7
2
.3

6
9
.6

7
5
  

1 7
2
.3

6
9
.6

7
5
  

1 7
2
.3

6
9
.6

7
5
  

1 7
2
.3

6
9
.6

7
5
  

5 3
6
1
.8

4
8
.3

7
5
  

  

4.02 02.2.

04 

00

08 

Publikasi dan 

Dokumentasi DPRD 

                                    

      Terlaksananya Fasilitasi 

Publikasi dan 
Dokumentasi DPRD 

Jumlah Dokumen 

Publikasi dan 
Dokumentasi DPRD 

Publikasi merupakan menyebarkan 

informasi kegiatan dan tugas fungsi 
dewan melalui surat kabar, media 

online maupun elektronik. 

Jumlah dokumen 

publikasi dan 
dokumentasi DPRD 

dalam 1 tahun 

Dokume

n 

12 12 4
3
0
.2

3
3
.8

0
0
  

12 4
3
0
.2

3
3
.8

0
0
  

12 4
3
0
.2

3
3
.8

0
0
  

12 4
3
0
.2

3
3
.8

0
0
  

12 4
3
0
.2

3
3
.8

0
0
  

60 2
.1

5
1
.1

6
9
.0

0
0
  

  

4.02 02.2.
08 

  Fasilitasi Tugas DPRD                                     

      Terfasilitasinya Layanan 
Administrasi Tugas 

DPRD 

Presentase layanan 
Administrasi Tugas 

DPRD sesuai standart 

Dokumen DPRD merupakan 
dokumentasi kegiatan yang berupa 

foto maupun video 

Persentase jumlah 
layanan administrasi 

tugas DPRD yang 
difasilitasi dibagi jumlah 
layanan administrasi 

tugas DPRD yang harus 
difasilitasi dikalikan 

dengan 100%. 

% 100 100 5
.7

2
8
.1

8
2
.3

0
5
  

100 6
.4

5
5
.4

9
9
.7

0
9
  

100 6
.4

9
1
.8

3
7
.1

7
0
  

100 5
.6

4
1
.8

4
5
.2

3
6
  

100 6
.2

5
3
.2

0
7
.1

0
5
  

100 3
0
.5

7
0
.5

7
1
.5

2
5
  

  

4.02 02.2.
08 

00
01 

Koordinasi dan 
Konsultasi Pelaksanaan 

Tugas DPRD 
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Terlaksananya Fasilitasi 
Koordinasi dan 

Konsultasi Pelaksanaan 
Tugas DPRD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 

Konsultasi Pelaksanaan 
Tugas DPRD 

Koordinasi dan konsultasi 
pelaksanaan tugas DPRD meliputi 

fasilitasi pelaksanaan tugas AKD 
(Alat Kelengkapan Dewan) Badan 

Musyawarah, tugas Pimpinan DPRD, 
Komisi, Badan Kehormatan. 

Jumlah dokumen hasil 
fasilitasi koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan 
tugas DPRD 

Dokume
n 

12 12 5
.6

2
5
.1

8
2
.3

0
5
  

12 6
.3

5
2
.4

9
9
.7

0
9
  

12 6
.3

8
8
.8

3
7
.1

7
0
  

12 5
.5

3
8
.8

4
5
.2

3
6
  

12 6
.1

5
0
.2

0
7
.1

0
5
  

60 3
0
.0

5
5
.5

7
1
.5

2
5
  

  

4.02 02.2.
08 

00
02 

Penyusunan Laporan 
Kinerja DPRD 

                                    

      Terlaksananya Fasilitasi 
Penyusunan Laporan 

Kinerja DPRD 

Jumlah Laporan Fraksi, 
Alat Kelengkapan dan 

Kinerja DPRD yang 
Disusun 

Fasilitasi penyusunan laporan 
kinerja DPRD dalam 1 tahun 

Jumlah laporan kinerja 
DPRD yang disusun 

Dokume
n 

1 1 1
0
3
.0

0
0
.0

0
0
  

1  1
0
3
.0

0
0
.0

0
0
  

1   1
0
3
.0

0
0
.0

0
0
  

1 1
0
3
.0

0
0
.0

0
0
  

1 1
0
3
.0

0
0
.0

0
0
  

5 5
1
5
.0

0
0
.0

0
0
  

  

      2. Meningkatnya 
kualitas penganggaran 

dan pengawasan 

            4
.9

3
3
.2

9
8
.8

5
0
  

  4
.9

4
6
.2

3
3
.6

5
0
  

   4
.9

4
6
.2

3
3
.6

5
0
  

  4
.3

8
1
.7

7
2
.1

0
0
  

  4
.9

4
6
.2

3
3
.6

5
0
  

  2
4
.1

5
3
.7

7
1
.9

0
0
  

  

        Persentase 
penyampaian 

rekomendasi 
pengawasan 
penyelenggaraan 

pemerintahan 

Persentase penyampaian 
rekomendasi terhadap dokumen 

penganggaran merupakan 
Persentase penyampaian 
rekomendasi Penganggaran yang 

telah terfasilitasi dalam 1 tahun 

Penyampaian 
rekomendasi terhadap 

dokumen penganggaran 
dibagi dengan dokumen 
penganggaran yang 

dibahas dikali 100%. 

% 100 100 2
.4

2
8
.7

1
1
.3

5
0
  

100 2
.4

4
1
.6

4
6
.1

5
0
  

100 2
.4

4
1
.6

4
6
.1

5
0
  

100 1
.8

7
7
.1

8
4
.6

0
0
  

100 2
.4

4
1
.6

4
6
.1

5
0
  

500 1
1
.6

3
0
.8

3
4
.4

0
0
  

  

        Persentase 
penyampaian 

rekomendasi 
penganggaran 

Persentase penyampaian 
rekomendasi pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan 
merupakan persentase  fasilitasi 
pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan yang terfasilitasi 
dalam 1 tahun.  

Penyampaian 
rekomendasi 

pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan setiap 

bulan dibagi dengan 
fasilitasi yang 

dilaksanakan 
pengawasan dalam 1 

tahun dikali 100% 

% 100 100 2
.5

0
4
.5

8
7
.5

0
0
  

100 2
.5

0
4
.5

8
7
.5

0
0
  

100 2
.5

0
4
.5

8
7
.5

0
0
  

100 2
.5

0
4
.5

8
7
.5

0
0
  

100 2
.5

0
4
.5

8
7
.5

0
0
  

500 1
2
.5

2
2
.9

3
7
.5

0
0
  

  

4.02 02.2.
02 

  Pembahasan Kebijakan 
Anggaran 
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Terfasilitasinya 
Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 

Persentase Pembahasan 
Kebijakan Anggaran 

yang difasilitasi sesuai 
aturan 

Fasilitasi Kebijakan Anggaran 
meliputi: 

Pembahasan kebijakan anggaran 
dalam kegiatan DPRD mencakup 

persetujuan bersama terhadap 
rancangan Perda tentang APBD pada 
tahun anggaran N+1, Perubahan 

APBD pada tahun anggaran ke-N, 
Pertanggungjawaban APBD pada 

tahun anggaran N-1, nota 
kesepakatan yang meliputi 

pembahasan KUA (Kebijakan Umum 
Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara) pada 

tahun anggaran N+1, Pembahasan 
Perubahan KUA dan Perubahan 

PPAS pada tahun angaran N. 

Jumlah fasilitasi 
pembahasan kebijakan 

anggaran dibagi dengan 
pembahasan kebijakan 

anggaran yang telah 
ditentukan 
pelaksanaanya sesuai 

dengan aturan yang 
berlaku dikali dengan 

100% 
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4.02 02.2.

02 

00

01 

Pembahasan KUA dan 

PPAS 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Terlaksananya Fasilitasi 
Pembahasan KUA PPAS 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan KUA dan 

PPAS 

Fasilitasi pembahasan KUA 
(Kebijakan Umum Anggaran) dan 

PPAS (Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara) merupakan fasilitasi 

pembahasan KUA dan PPAS pada 
tahun anggaran N+1 

Jumlah dokumen hasil 
fasilitasi pembahasan 

KUA dan PPAS dalam 1 
tahun terdiri dari laporan 

pembahasan Badan 
Anggaran dan berita 

acara nota kesepakatan. 

Dokume
n 

2 2 4
8
5
.3

9
0
.1

0
0
  

2 4
8
2
.9

5
3
.6

0
0
  

2 4
8
2
.9
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3
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2 4
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4.02 02.2.
02 

00
02 

Pembahasan Perubahan 
KUA dan Perubahan 

PPAS 

                
  

                  

      Terlaksananya Fasilitasi 

Pembahasan Perubahan 
KUA PPAS 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembahasan Perubahan 
KUA dan Perubahan 

PPAS 

Fasilitasi Pembahasan Perubahan 

KUA dan Perubahan PPAS 
merupakan Fasilitasi Pembahasan 

Perubahan KUA dan Perubahan 
PPAS tahun anggaran N 

Jumlah dokumen hasil 

fasilitasi pembahasan 
perubahan KUA dan 

perubahan PPAS dalam 
1 tahun terdiri dari 
laporan pembahasan 

Badan Anggaran dan 
berita acara nota 

kesepakatan. 

Dokume

n 

2 2 5
0
2
.8

5
5
.8

0
0
  

2 5
0
0
.1

3
7
.3

0
0
  

2 5
0
0
.1

3
7
.3

0
0
  

2 5
0
0
.1

3
7
.3

0
0
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4.02 02.2.

02 

00

03 

Pembahasan APBD                                     

      Terlaksananya  
Fasilitasi Pembahasan 

APBD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan APBD 

Fasilitasi Pembahasan APBD 
merupakan fasilitasi pembahasan 

APBD pada tahun anggaran N+1 

Jumlah dokumen hasil 
fasilitasi pembahasan 

APBD dalam 1 tahun 
terdiri dari laporan 

pembahasan Badan 
Anggaran dan berita 

acara persetujuan 
bersama. 

Dokume
n 

2 2 5
0
7
.0

1
9
.0

0
0
  

2 5
1
2
.1

7
4
.0

0
0
  

2 5
1
2
.1

7
4
.0

0
0
  

2 5
1
2
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4
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0
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4
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5
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0
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4.02 02.2.

02 

00

04 

Pembahasan APBD 

Perubahan 

                                    

      Terlaksananya  

Fasilitasi Pembahasan 
APBD Perubahan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembahasan APBD 
Perubahan 

Fasilitasi Pembahasan APBD 

Perubahan merupakan fasilitasi 
pembahasan APBD Perubahan pada 

tahun anggaran N 

Jumlah dokumen hasil 

fasilitasi pembahasan 
APBD perubahan dalam 

1 tahun terdiri dari 
laporan pembahasan 
Badan Anggaran dan 

berita acara persetujuan 
bersama. 

Dokume

n 

2 2 5
0
2
.4

3
9
.5

0
0
  

2 5
0
2
.4

3
9
.5

0
0
  

2 5
0
2
.4

3
9
.5

0
0
  

2 5
0
2
.4

3
9
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0
0
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4.02 02.2.
02 

00
06 

Pembahasan 
Pertanggungjawaban 

APBD 
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Terlaksananya  
Fasilitasi Pembahasan 

Pertanggungjawaban 
APBD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan 

Pertanggungjawaban 
APBD 

Fasilitasi Pembahasan 
Pertanggungjawaban APBD 

merupakan Fasilitasi Pembahasan 
Pertanggungjawaban APBD pada 

tahun anggaran N-1 

Jumlah dokumen hasil 
fasilitasi pembahasan 

pertanggungjawaban 
APBD dalam 1 tahun 

terdiri dari laporan 
pembahasan Badan 
Anggaran dan berita 

acara persetujuan 
bersama. 

Dokume
n 

2 2 5
0
6
.8

8
3
.1

0
0
  

2 5
0
6
.8

8
3
.1

0
0
  

2 5
0
6
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3
.1

0
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2 5
0
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3
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0
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0
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10 2
.5

3
4
.4

1
5
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0
0
  

  

4.02 02.2.
03 

  Pengawasan 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

                

  

                  

      Terfasilitasinya 

Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Persentase 

Penyelenggaraaan 
Pengawasan 
Pemerintahan yang 

Difasilitasi 

Pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan yang difasilitasi oleh 
Sekretariat DPRD sesuai dengan 
permintaan/jadwal agenda anggota 

DPRD terdiri dari pengawasan 
penggunaan anggaran dan 

pembahasan laporan keterangan 
pertanggungjawaban kepala daerah. 

Jumlah fasilitasi 

pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 

terlaksana dibagi dengan 
jumlah permintaan atau 

jadwal agenda DPRD 
terkait pengawasan 

penyelenggaraan 
pemerintahan dikalikan 
dengan 100% 
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Pengawasan 

Penggunaan Anggaran 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Terlaksananya Fasilitasi 
Penggunaan Anggaran 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengawasan 

Penggunaan Anggaran 

Pengawasan penggunaan anggaran 
memfasilitasi anggota DPRD dalam 

pelaksanaan pengawasan meliputi 
sidak, hearing, rapat dengar 
pendapat bersama OPD mitra kerja 

komisi DPRD, tindak lanjut hasil 
pemeriksaan keuangan dan ganti 

rugi keuangan daerah 

Jumlah dokumen hasil 
fasilitasi pengawasan 

penggunaan anggaran 

Dokume
n 

12 12 2
6
9
.1

3
9
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0
0
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4
9
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0
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4.02 02.2.
03 

00
08 

Pembahasan Laporan 
Keterangan 

Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah 

                

  

                  

      Terlaksananya Fasilitasi 

Pembahasan Laporan 
Keterangan 

Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah 

Jumlah Rekomendasi 

Hasil Pembahasan 
Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah 

Fasilitasi Pembahasan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah adalah fasilitasi 

pembahasan laporan tahunan yang 
disampaikan Kepala Daerah kepada 

DPRD mengenai kinerja pemerintah 
daerah dalam satu tahun anggaran 

Jumlah dokumen 

rekomendasi hasil 
pembahasan Laporan 

Keterangan 
Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah 

Dokume

n 

2 1 4
5
5
.1

2
0
.6

0
0
  

1 4
7
2
.7

4
6
.8

0
0
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7
2
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4
6
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5 2
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0
  

  

4.02 02.2.

05 

  Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat 
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Kode 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / 

OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SATUAN 

Kond
isi 

Kine
rja 

Awal 
2024 

  

PD 

Penanggungjaw
ab 

2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

TARG
ET 

PA
GU 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      Terfasilitasinya 
Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat 

Persentase Aspirasi 
Masyarakat Hasil Reses 

yang Ditindaklanjuti 
menjadi Dokumen 

Usulan Pokir 

Reses adalah kegiatan anggota DPRD 
di luar masa sidang, yang 

dilaksanakan di daerah pemilihan 
(dapil) masing-masing untuk 

menyerap aspirasi masyarakat yang 
ditindaklanjuti menjadi usulan Pokir 
DPRD. 

Jumlah usulan Pokir 
yang diinput dibagi 

jumlah usulan Pokir 
hasil reses dikali dengan 

100% 
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Penyusunan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD 

          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

      Terlaksananya 
Penyusunan Pokok-

Pokok Pikiran 

Jumlah Dokumen 
Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD yang Disusun 

Dokumen pokok-pokok pikiran 
(Pokir) DPRD merupakan usulan 

masyarakat berdasarkan hasil 
penyerapan aspirasi masyarakat 

melalui reses 

Jumlah dokumen 
pokok-pokok pikiran 

DPRD yang disusun 
dalam 1 tahun (3 x 

reses) kecuali pada masa 
akhir periode 
keanggotaan periode (2x 

dalam 1 tahun) 

Dokume
n 

0 3 2
9
.9

0
8
.8

0
0
  

0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
9
.9

0
8
.8

0
0
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05 

00

03 

Pelaksanaan Reses                 

  

                  

      Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Reses 

Jumah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Reses 

- Pelaksanaan reses sesuai dengan 
ketentuan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Tata 

Tertib DPRD Pasal 87 ayat 3 bahwa 
Masa persidangan meliputi masa 
sidang dan masa reses kecuali, pada 

persidangan terakhir dari 1 periode 
keanggotaan DPRD, masa reses 

ditiadakan). 

Jumah dokumen hasil 
fasilitasi pelaksanaan 

reses dalam 1 tahun (3x 
dalam 1 tahun) kecuali 

pada masa akhir periode 
keanggotaan (2x dalam 1 
tahun) 

Dokume
n 

50 3 1
.6
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2
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0
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